BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
‘ NOMOR 069/ KEP 2/& /2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, dan untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban
sebagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
publik, wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan, guna untuk memberikan acuan penelaian kiner dan
kualitas penyelenggaraan pelayanan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan perizinan Perizinan
dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Bupati Kerinci.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Normnor 244
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah penganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58 Tambahan
Negara Republik Indonesia 5657);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabuaten Kerinci di
Provinsi Jambi( Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 144,
tambahan Lembaran Negara Nomor 6959);




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tenta

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tertang

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
Kerinci Tahun 2015 Nomor 2 );

8. Peraturan Dearah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9):

10, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi,

dan Tata Kerja Perangkat Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Kerinci
Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

: Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada [Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kerinci.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum kesatu
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari
Keputusan Bupati ini.

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan sebagaimana
dimaksud Diktum Kesatu dalam lampiran Keputusan ini wajib
dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam
penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat
pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan
kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku/ terkait, serta menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan Bupati melalui Sekretaris Daerah.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  di Siulak
Pada tanggal 27 @OkToBER 2025

PATI KERINCI,

-

NADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.

2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.

3. Kepala Bappeda-Litbang Kab. Kerinci di Siulak.

4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.

5. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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